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BUPATI KARO
PROVINSI SU]Ⅵ[ATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 07 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

DENGAN RAHh/1AT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

a. bahwa arsip sebagai elemen penyelenggaraan administrasi
pemerintahan daerah dan pembangunan memiliki kedudukan
dan peran yang sangat penting serta strategis dalam kerangka
pertanggungjawaban/ akuntabilitas kinerja pemerintah
daerah, rekonstruksi sejarah bangsa, dan pembangunan
karakter bangsa;

b. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan
terpercaya serta mendinamiskan sistem kearsipan diperlukan
penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip da:r
standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu
sistem penyelenggaraan kearsipan daerah yang andal;

c. bahwa Pemerintah Kabupaten Karo telah menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 28 Tahun 20O6
tentang Penyelenggaraarl Kearsipan di Lingkungan
Pemerinta6 Kabupaten Karo, namun perlu dilakukan
penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

1" Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor lA9\;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Og
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia
Nomor 5O3B);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO9 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5O71);

5. Undang-Undang. . .



5, Undang一 Undang Non■or 23 Tahun 2014 tel■ tang Pelme五 ntahan
Daerah(Lel■ baran Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Non■or 244,Tal■bahan Len■baran Negara Republik lndonesia
Non■or 5587)sebaga董nana telah diubah beberapa ka五 ,

terakhir dengan Undang― Undang Norrlor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undalllg― Undang Nolrlor 23
Tahun 2014 tentang Pelne五ntthal■ Daerah(1£:mbaral■ Negara
Republik lndonesia Tahun 2015 Nolmor 58, Tarrlbahan
Lcn■baran Negara Republik lndonesia Nolnor 5679);

6。 Undang…Undang NOmor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peratural■ Pemerintah Pengganti Undang―Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Ketta imenjadi Undang― Undang
(Leinbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Noimtor 41,
Tainbahan Lelコ tbaran Negara Republik lndonesia No壼 lor

6856);

7.1.Jndang― Undallg Nol■or 8 Tahun 2023 tentang IProvinsi
Suimatera Utara(Lel■ baran Negara Republik lndonesia Tahun
2023 Nolmor 55, Tan■bahan Lel■baran Negara Republik
lndonesia NoI1lor 6864);

8. Peraturan Pel■erillLt,ah Noimlor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang… Undang Nonlor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan(LerF】 baran Negaira Republik lndonesia Tahun 2012
Nolnor 53,Tambahan Lel■ baran Negara Repubhk lndonesia
5286);

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nolmor 14 Tahun 2012
tentang PedOrrLan PenyuSunan Keb垣 轟 僣 .n UttuIII Pengelolaan

Arsip Elektronik(Berita Negara Republik lndonesia Tahun
2013 No蔵 lor 233);

10。 Peraturan Kepala Arsip Nasional No]m.or 24 Tahlln 2012
tentang  Materi  Mllatain  Peraturan  ]Daerah  tentang
Penyelenggaraan Kearsipan(Be五 ta Negara Republik lndonesia

Tahun 2013 Nolmor 243);

11.Peraturall Kepala Arsip Naslollal Nolmor 6 Tahun 2019 tentang

Pengawasan Kearsipan (Be五ta Negara Republik lndonesia
Tahun 2019 Nolllor 806);

12. Peraturan Kepalla Arsip Nasional Norllor 4 Tahun 202 1 tentang

PedOHLan Penerapan SiStenl lnfOrinaSi Kearsipan I)inainlis
Te五ntei要lasi(Be五 ta Negara Republik lndonesia Tahun 2021
Nol■or 757);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Karo No]腱 or 05 Tahun 2016
tentang Pelmbentukan Perangkat Daerah Kabupaten KaFO

(lcmbarall Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nol■ or 05,

Tal■lbahan Lemibaran Daerah Kabupaten Karo Nol■ or 03)

SebagaigLana telah diubal■  dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Karo Nolmor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan ]Daerah Noim.or 05 Tahun 2016 tentang
PCFrLbentukan Perarlgkat Daerah Kabupaten K,aro(Lelnbaran
]Diaerah Kabupaten iKaro Tahun 2021 Nolnor 10,Talllbahan

Lem.baran Daerah Kabupaten Karo Noimtor 08);

Dengan



D}engan Persetujuan Bersa:ma
DEIVAN PERヽ八″AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO

dan
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN
KEARSIPAN.

DAERAH  TENTANG  PENYELENGGARAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM:

Pasal l

:D)alaIII Peraturan]Daerah ini yang dirnaksud dengan:

1. :Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pclnerintahan iDaerah adalah penyelenggaraal■ urusan Penlerintahan oleh

Pel■lerintah Daerah dan Deuran Pcr、 ″akilan Rakyat Daerah linenurut asas
otonon■ i dan tugas pen■ bantuan dengan prinsip otonolHli seluas-luasl■ ya
dalalΥl sistem dan prinsip negara I(esatuan Republik lndonesia sebagaiFnana
dirnaksud dalarn Undang-1:Jndang IDasar Negara Republik lndonesia Tahun
1945.

3. Pel■lerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pelnerintahan daerah yang lnclnirnpin pelaksanaan urusan pel■leril■ tahan
yang rnenjadi kewenangan daerah otononl,

4. Bupati adalah Bupati KarO.
5. :DelⅣ an Per、vakilan Rakyat]D)aerah yang selanjutnya disingkat:DPRE)adalah

De、van Pcir、 vakilan Rakyat Dlaerah Kabupaten Karo.
6. Perangkat]Daerah yang selarljutnya disingkat PE)adalah unsur perrlbantu

bupati  dan De、van Perヽ″akilan Rakvat Daerah kabupaten dalalΥ l

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang rnenjadi ke、 venangan daerah
kabupaten yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRI), dinas

daerah,badan daerah dan kecarllatan.
7.  1ノ erl■baga Kearsiparl adalah lerllbaga yang merl■ 11lki ftingsi, tugas, dan

tanggung ja、vab di bidang pengelolaan arsip statis dan pernbinaan
kearsipan,

8. 1″en■baga Kearsipan IDaerah yang selanjutnva disingkat LKE)adalah Leinbaga
kearsipan  berbentuk perangkat daerah yang rnelaksal■ akan  tugas
pelnerintahan  di  bidang  kearsipan  perllerintahan  daerah  yang
berkedudukan di lbukota Kabupaten iKaro yaitu E)inas Perpustakaan dan
Arsip Kabupaten Karo,

9.  I《earsipan adalah hal…hal yang berkenaan dengan arsip.
10.Arsip adalah rekan■an kegiatan atau peristi、 va dalanl berbagai bentuk dan

Πledia sesuai dengan perken■ bangan teknologi inforn■ asi dan komlinikasi
yang dibuat dan diterirna oleh lernbaga negara, penllerintahan daerah,
lernbaga  pendidikan,  perusahaan,  organisasi  politik,  organisasi
ken■asyarakatan  dan  perseorangan  dala11l  pclaksanaan  kehidupan
berrnasyarakat,berbangsa dan bernegara.

11,Arsip dinarnis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalanl kegiatan
pencipta arsip dan disirnpan selarnajangka、vaktu tertentu.

12.Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau
terus rllerlertls,

13.Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah linellLurun,

14. Arsip. .



14..Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya rnerupakan persyaratan dasar
bagi kelangsungan OperasiOnal pencipta arsip,tidak dapat diperbarui dan
tidak tcrgantikan apabila rusak atau hilang.

15,Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena l■leiniliki

nilai guna keSe」 aFahal■ , telah habiS retenSinya dan berketerangan
dipernlanenkan yang telah diveri■ kasi baik secara langsung inaupun tidak
langsung olch.Arsip Nasional Republik lndonesia dan/atau L:KD.

16.Arsip urnulll adalah arsip yang tidak terinasuk dala11l kategori arsip te巧 aga.

17.Arsip teljaga adalah arsip l■ egara yang berkaitan dengan keberadaan dan
kelangSungan hidup bangSa dan negara yang haruS dttaga keutuhan,
keaIIlanan dan keselanlatannva.

18.Arsiparis adalah seseOrang yang meiniliki kornpetensi di bidang kearsipan
yang diper01eh inelalui pendidikan fOrinal dan/atau pendidikan dan
pelatihan kearsipan s(〕rta lnernpunyai fungsi, tugas dan tan〔翌gung ja恥アab
melaksanakan kegiatan kearsipan.

19.Surnber Daya Mianusia Kearsipan yang selanjutnya disingkat SDM
Kearsipan adalah pengelola kearsipan yang inel■ 五liki tugas dan tanggung
jattrab,Ⅵアewenang dan hak untuk lnengelola kearsipan secara professiOnal.

20..Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kettrenangan hukulΥ l

dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk nlernperIIludah
penernuan dan pernanfaatan arsip.

21.Pencipta arsip adalah pihak yang IIlen■ punyai ken■andirian dal■ otoritas
dalanl pelaksanaa_n fu■ gsi,tugas dan tanggungja、vab di bidang pengelolaan
arsip dinanlis.

22.1:Jnit pengolah adalah satuan kellia pada pencipta arsip yang rxlernpunyai

tugas dan tanggung ja、 vabコinengolah sernua arsip yang berkaitan dengan
kegiatan penciptaan arsip dilingkungannya.

23.Unit kearsipan adalah satuan ke可 a pada pe11■ cipta arsip yang lnen■ punyai
tugas dan tanggungjawab dalarn penvelenggaraan kearsipan.

24.Jad、val Retensi Arsip,yang selanjutnya disil■ gkat JRA adalah daftall yang
berisi sekurang― kurangnya jangka■vaktu penyilnpanan atau retensi,jenis
arSip dan keterangan yang berisi rck01llendasi tentang penetapan suatu
jenis arsip untuk dirnusnahkan,dinilai kernbali,atau diperrnallenkan yang

dipergunakan sebagai pedonlan pel■ yusutan dan penyelan■ atan arsip.
25.Pel■yusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jurillah arsip dengan cara

peIIlindahan arsip inaktif dari unit penge101a ke unit kearsipan,pelrlusnahan

arsip yal■ g tidak lnerniliki nilai guna dan penyerahan arsip statis kepada
lclnbaga kcarsiparl.

26.Penvelellggaraan  kearsipan  adalah  keseluruhan  kegiatan  lneliputi
keblakan,pernbinaan kearsipan,dan pengelolaan arsip dalal■ l suatu sistern
kearsipan nasiOnal yang didukung Oleh surnber dava rnanusia,prasaranaフ
sarana dan serta surnber daya lainnya.

27.Pcnge101aan arsip dinaIIlis adalah proses pengendalian arsip dinanlis secara

eisicn, efektii dan sisten■ atis II■ eliputi penciptaan, penggunaan dan
perneliharaan,serta penytlsutan arsip.

28.Pel■ gelolaan arsip statis adalal■  prOses perlgendalian arsip statis secara
efisien, efektif, dan sistelrlatis lneliputi akuisisi, pengolaha■ , preservasi,
pen■anfaatan, pendayagunaan dan pelavanan publik dala11■ stlatu sistern
kearsipan nasional.

29.Akuisisi arsip statis adalah proses penarnbahan khasanah arsip statis pada

lelnbaga kearsipan yang dilaksanakan rrlelalui kegiatan penyerahan arsip

statis dan hak penge101aannya dari pencipta arsip kepada lerllbaga
kearsipan.

30,Sistenl...



30,Sistem Kearttpan Nasiond yang selangutnya disingkat sKN addah
suatu sistenl yang inelllbentuk p01a hubungan berkelarUutan antalr berbagai

kOn■pOnen yang inenliliki fungsi dan tugas tertentu,interaksi antarpelaku

serta unsur lain yang saling rnel■ pengaruhi dalarn penyelenggaraan
kearsipan secara nasiOnal.

31.Sistem inおrrnasi kearsipan dinaFniS te通ntegrad didngkat Srikandi adalah
SiStein infOrmaSi arsip yaJlg dikembangkan dan dikelola oleh LKD yang

mtenggunakan Sarana」 anngan inibrinaSi kCarSipan daerah。

32.Ja五ngan lnfOrinad Kearsipan Daerah yang selattutnya disingkat
JIKD/Jaringan lnforinasi Kcarsipan Nasional disingkat JIKN/Sistel■
Infonnasi Kearslpan Nasional disingkat SIKN adalal■  sistenl Jaringan
inforinasi kearsipan dan sarana pelayanan arsip di daerah yang dikelola oleh

LKD/Arsip Nasional RI.
33. ]Daftar Pencarian Arslp yang selanJutnya disingkat DPA adalah daftar berisi

arSip yang memiliH n捜薇 guna keS●arahan bttk yang telah d市 e盤童kasi
secara langsung inaupun ttdak langsung oleh len■baga kearsipan dan dicari
Oleh leinbaga kearsipan serta diumnulllkan kepada publik.

34.(Эrganisasi kearsipan adalah unit kearsipan pada pencipta arsip dan LK:D)
yang lnelaksanakan kegiatan penyelenggaraan kearsipan.

35。 Sertittkasi addah ranttaiall ke」 atan untuk melribe五kan pengakuan brmal
kepada Sumber daya Frlal■uSia kearSipan oleh ANRI sebagai pengakuan
terhadap kOn■petensi dalanl bidang kearsipan,

36。 Pemehharaan al'dp addah ke」 atan mettaga keutuhan,keamanan,dan
keselarnatan arsip baik isik inaupun inttrn■ asinya.

37.Penggunaan arsip adalah kegiatan pelmanfaatan dan penyediaan arsip bagi

kepentingan pengguna aFSip yang berhak.
38。  Peinberkasan adalah penelllpatan naskah ke dalam suatu hilnpunan yang

terSuSun SeCara SiStettLatiS dain 10glS SeSllali dengal■ kOntekS keglatannya
SChingga lneFuadi Satu berkaS karena lnenliliki hubungan infOrinaSi,
keSamaanjeniS atau keSamaan maSdah da五 Satu unit ketta,

39.Program arsip宙td addah tindakan dan prosedur yang sistemaus dan
terenCana yang beitl巧 ual■  untuk inelnbettkan pettindungan dan
menyelamttkan arsip宙 td pencipね arsip pada saat darurat atau setelah
tettadi muSibah.

40.Retensi arsip adalah jangka waktu peny=npanan yang walib dilakukan
tcrhadap suatu jenis arsip.

41.Autentikasi arsip adalah pernyataan tertllhs atau tanda yang rnenunJukkan
bah、ぼa arsip statis yang bersangkutan adalah asli atau sesuai dengan
aslinya.

42. Alih rnedia adalah kel寧 atan pengalihan inedia arslp dari satu inedia ke rnedia

lttnya ddam rangka memudahkan akses arsip.
43.Preselwasi arsip adalah keseluruhal■ prOses darL ketta dalal鍛  rangka

pedindungan arsip terhadap kerusakan arsip atau unsur perusak dan
reStOraSi/perbaikan baJian arsip yang rusak,

44, Inventaris arsip adalah sarana bantu pellcIIluan kelllbali arsip stttis yang

inelnuat uraian inforinasi dan daftar arsip stads yang dilengkapi dengan
pendahuluan dan larnpiran.

45。  lЭrganisasl prOittsi adalah seke101mpOk Orang yang inenliliki tuJuan yang

salna pada prOgranl keahlian tertentu.

46. Pcrnerintah dcsa adalah kepala dcsa ataUL diSebut deingan narna lain dibantu

perangkat desa sebagai linsur penyelenggara pe」 mterintahan desa。

47. Desa. . .



47.:Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengal■  narlla lain,

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan inasyarakat hukulll yang
Etelrliliki batas、 41avah yang berwenang untuk l■ lengatur dan inengurus

urusan pernerintahan, kepentingan inasyarakat seternpat berdasarkan
prakarsa rnasyarakat,hak aSal uSul,dan/atau hak tradiSi01lal yang diakui

dan dihOrinati dalalll sistenl peFnerintahan Negara Kesatual■  Republik

lndonesia
48.Perusahaan adalah sctiap bentuk usaha yang IIlelakukan kegiatan dengan

tuJuan lllernperoleh keuntungan atau laba yang berbentuk badan hukurn
yang didilikan dal■ /atau berkedudukan di Kabupaten Karo.

49.len■baga pendidikan adalah suatu institusi atau tenlpat dilinana proses
pendidikan atatl belaiar―

・
lenga:jar berlangSung,diantaranya pendidikan di

dalaIIl keluarga,sekolah dan IIlasyarakat.

50` Organisasi politik adalah kurnpulan partai politik yang dibentuk olel■
sekelornpok Ⅵlrarga negara iRepublik lndonesia secara sukarela atas dasar

perSanilaan kehendak dan Cita― Cita untuk rnen・ PC竜uangkan kepentingan
anggota,コ〔lasyarakat,bangsa dan negara n■ elalui pelllllihan ulllurn.

51.Organisasi kenlasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk
oleh  rnasyarakat secara sukarela berdasarkan kesar]naan  aspirasi´
kehendak, kebutuhal■ , kepentingan, kegiatan dan tujuan berpartisipasi
dalarll pernbangunan derni tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik
lndonesia yang berdasarkan Pancasila,

52.Perseorangan adalah、 varga negara lndonesia atau seseorang yaing be巧 uang
melawan penJaJahan di wilavah yang sckarang l■ len」 adi wilayah Negara
Kesatuan Republik lndonesia yang gugur atau rneninggal dunia derni
lnembela bangsa dan negara, atau yang selnasa hidupnya inelakukan
tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar
biaSa bagi pell■ bangunall dan kernaliuan bangSa dan negara Republik
lndonesia atau daerahnya,

BAB II
MAKSUD,TUJUAN,ASAS,DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan′rujuan

Pasa1 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan
pedoman dalam penyelenggaraan kearsipan.

Pasa1 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
a. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan

daerah, lernbaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan
berrnasyarakat, berbangsa dan bernegara;

b. mendinamiskan penyeienggaraan kearsipan seLragai su.atu sistem
kornprehensif dan terpadu ;

c. mewujudkan pengelolaan arsip ]'ang andal dan pemanfaatan arsip sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. menjamin tersedianya arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti
yang sah;

c.mcn]aga。 . .



e. menjaga keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti
pertanggungiawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara;

f. menjaga keselamatan aset daerah dalam bidang ekonomi, sosial, politik,
budaya, pertahanan, dan keamanan sebagai identitas jati diri bangsa;

g. menjamin pelindungan kepentingan daerah dan hak keperdataan warga
negara melalui pengeiolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan
terpercaya;

h. meningkatkan kualitas pelayanan publik daiam pengelolaan dan
pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya; dan

i. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan
untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan karakter bangsa.

Bagran Kedua
Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berasaskan:
a. kepastian hukum;
b. keautentikan dan keterpercayaan;
c. keutuhan;
d. asal usul {trtinciple of prouenance);
e. aturan asli (pnneiple af original order);
f. keamanan dan keselamatan;
g. keprofesionalan;
h. keresponsifan;
i. keantisipatifan;
j. kepartisipatifan;
k. akuntabilitas;
1. kemanfaatan;
m. aksesibilitas; dan
n. kepentingan umum.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

(1) Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi:
a. penyelenggaraan kearsipan;
b. pengelolaan arsip dinamis;
c. pengelolaan arsip statis;
d. layanan kearsipan;
e. pengendaiian dan pengawasan;
f. organisasi profesi dan peran aktif masyarakat;
g. larangan dan ker,vajiban;
h. sanksi administratif;
i. ketentuanpenyidikan;
j. ketentuan pidana; dan
k. ketentuan penutup.

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemerintah
daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan dan perseorangan.

BAB III...



BAB IIi
PENYELE NGGARAAN KEARSIPAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

{1) Penyelenggaraan kearsipan menjadi tanggung jarvab pemerintahan daerah
dan clilaksanakan oleh LKD.

(2) Tanggung jawab penyeienggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi kegiatan:
a. penetapan kebijakan kearsipan;
b. pembinaan kearsipan; clan
c. pengelolaan arsip.

Pasa1 7

Penetapan kebijakan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat {2)
huruf a meliputi bidang:
a. pemLrinaan;
b. pengelolaan arsip;
c. pemanfaatan SKN dan JIKD;
d. srikandi;
e, organisasi kearsipan;
f. pengembangan sumber da.ira manusia;
g. prasarana dan sarana;
h. pelindungan dan penyelamatan arsip;
i. sosialisasi kearsipan;
j. keda sama; dan
k. pendanaan.

Pasa1 8

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan kearsipan seLragaimana
dimaksr-rd dalam Pasai 6 ay,-at (2) huruf b kepada Pemerintahan Daerah,
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi poiitik, organisasi
kemasyarakatan dan perseorangan clalam pelaksanaan kehidupan
bermas-u-arakat, berbangsa dan bernegara.

(2) Pembinaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilaksanakan
oleh LKD.

(3) Pemtrinaan kearsipan meliputi:
a. koordinasi penyelenggaraan kearsipan;
b. penyusunan pedoman kearsipan;
c. sosialisasi kearsipan;
d. pemberian bimbingarr, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan;
e. pendidikan dan pelatihan kearsipan; dan
f. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.

(4) Dalam rangka pelindungan kepentingan daerah dan hak-hak keperdataan
masyarakat, LKD dapat bekerja sama dengan instansi terkait meiakukan
pembinaan kearsipan terhadap lemLraga swasta dan masyarakat yang
melaksanakan kepentingan pubiik.

Pas滅 9...



Pasal 9

(1) Pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 al,at (2) huruf c
dilakukan terhadap arsip dinamis dan arsip statis.

{2) Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat {1} menjadi
tanggung jawab pencipta arsip.

(3) Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksi-rd pada a5.at {1} menjadi
tanggung jarvab LKD.

Bagian Kedua
Pernanfaatan SKN dal■ JIKD

Pasal 10

(1) Peinerintah ]⊃)aerah IIleinanfaatkan SKN dan rrlendayagunakan tekn010gi

inforrnasi  dan  koIIlunikasi  agar  penyelenggaraan  kearsipan  dapat
dilaksanakan efektif dan akuntabel.

(2) Pelnanfaatan SKN dan pendayagunaan teknologi infOrlnasi dan korllunikasi
Sebagairnana dilnakSud pada ayat(1)(lilakSanakan dengan tetap melllaga
kearnanan dan l(eselalllatan il■folHnasi.

(3} LerFlbaga Kearsipan ]E)aerah rnerljadi Pusat JII(lD dalarll penyelenggaraan
kearsipan daerah.

(4) Perllerintall dacrah lm_erliamin kellludahan,I(ecepatan,dan ketepatan akses
arsip bagi kepentingan pengguna arsip dengan lnenggunakan peralatan
teknologi infOrrnasi dan kOrnunikasi yang dilaksanakan sesuai konigurasi
pusat data pclnerintah daerah.

Pasal ll

Pusat data arsip pada LKD terdiri dari:
a' pusat data arsip inaktif -vang memiiiki retensi sekurang-kurangnya 10

(sepuluh) tahun;
b. pusat data arsip vital; dan
c. pusat data arsip statis.

Pasal 12

(1) Dalam pemanfaatan arsip statis, LKD menggunakan JIKD untuk:
a' memudahkan akses dan pencarian serta penelusuran arsip statis;
b. meningkatkan pemberian layanan penggunaan arsip statis; dan
c. meningkatkan penl.eharluasan dan pernahaman pengetahuan di bidang

kearsipan.
(2) Dalam rangka penyelenggaraan JIKD, LKD bekerja sama dengan

pemerintahan daerah, lembaga pendiclikan, perusahaan, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan dan perseoi-angan.

BaJan Kedga
S五kandi
Pasal 13

(1)Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi umum ditttukan untuk
meinbe五kan layanan SiSteln Perrlerintahan BerbadS Elekttonik(SPBE)yang
肛lendukung kegiatan pemettntahan salah satunya di bidang kearsipan.

{2) Sistem"



(21 Sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (Srikandi) sebagai aplikasi
umum bidang kearsipan dinamis.

(3) Aplikasi umum bidang kearsipan dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berlaku secara nasional.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Srikandi sebagaimana dimaksud pada ayat

{1), ayat (2}, dan ayat {3} diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Organisasi Kearsipan

Pasal 14

(U Organisasi kearsipan terdiri atas unit kearsipan pada pencipta arsip dan
LKD.

t2l Unit kearsipan pada pencipta arsip seba.gaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari beberapa unit pengolah.
(3) Unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat {2} w4jib dibentuk oleh

setiap perangkat daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, dan organisasi kemasyarakatan.

(4) Ketentuan lebih larjut mengenai tugas, fungsi dan tanggung jawab
organisasi kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat {1), diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 15

Unit Kearsipan pada pencipta arsip sebagairnana dimaksud dalanl Pasal 14 ayat

(1),memiliki tugaS:
a.imengelola arsip inak毬 f dari unit pengolah dilingkungannyal

b・ lneng01ah arSip dan menyaJikan arSip mettadiinお rinaSi:

c. mem■lsnahkan arsip dilingkungannyal
d。  lnenyerahkan arsip statis oleh piinpinan pencipta a.rsip kepada LKE);dan

e.  rnen■ bina dan rrlengevaluasi penyelenttraan kearsipan di hngkungannya.

Pasal 16

(U Pencipta arsip bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kearsipan
melalui LKD dan pelaksanaannya dilakukan oleh unit kearsipan pada
masing-masing pencipta arsip.

(21 Unit kearsipan pada masing-masing pencipta arsip sebagaimana dimaksud
pada ayat {L}, menjadi tanggung jarnrab sekretariat pada pemerintahan
daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, dan organisasi
kemasyarakatan.

Pasal 17

Unit pengolah sebagttmana dirrlaksud dalam Pas憂 14 ayat(2)mernilik tugas:

a. ■lengolah arsip aktif;dan

b。  lnenyerahkan arsip inaktif kepada unit kearsipan,

Pasal 18

(1)

(2)

Pemerintah daerah wajib membentuk LKD.
Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)LKD



Pasal 19

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat {3}, LKD memiliki
tugas melaksanakan:
a. pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10

{sepuluh} tahun yang berasal dari pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan
perseorangan; dan

b. pembinaan kearsipan ditujukan terhadap pencipta arsip.

Bagian Kelima
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 20

11) Surnber daya rl■anuSia kearsipan terdiri atas arsiparis dal■ sull■ber daya
rrlanusia yang lnerniliki kolnpetensi lllengelola dan lncngolah arsip.

(2) Arsiparis terdiri atas arsiparis pega、vaiinegeri sipil darl arsiparis l‐ lon pega、vai

negeri sipil.

(3) Tugas dan fungsi arsiparis sebagairnana dimaksud pada ayat(2)n■ eliputi:

a.I■lenjaga terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh pell■ erintah

daerah dan BUME)sesuai keurenangannya;
b.11lerljaga ketersediaan arsip yal■g autentik dan terpercaya sebagai alat

bukti yang sah;

C.Inenjaga teir、vujudnya pengelolaan arsip yang handal dan pen■anfaatan
arsip scsuai ketentuan peraturan perundang― undangan;

d.11lenjaga keamanan dan keselan■ atan arsip yang berfungsi untllk
rnenjanlin arsip― arsip yang berkaitan dengan hak― hak keperdataan
inasyarakat rnelalui pengelolaan dan pernanfaatan arsip yang autentik

dan terpercava;

e, 11lenjaga  keselalllatan  dan  kelestarian  arsip  sebagai  bukti
pertanggungiaヽraban dalaFIl kehidupan berrnasyarakat,berbangsa dan

bernegara;

f. rnenjaga keselall■atan aset dacrah dalaHl bidang ekononli,sosial,politik,

budava, pertahanan serta kearnanan sebagal identitas dan jati diri
bangsa;dan

g.11lenyediakan inforrnasi guna ineningkatkan kualitas pelayanall publik

dalanl penge101aan dan pernanfaatan arsip yang autendk dan terpercava.

(4) Penyediaan surnber daya lllanusia scbagairnana dilnaksud pada ayat(1)
1■lelalui:

a.pengadaan arsiparis;
b.penelmpatan sun■ ber daya rnanusia scbagai pcngclola dan pcngolah

arslp.

(5)Pernerintah...

(3) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pengelolaan
arsip statis yang diterima dari:
a. perangkat daerah;
b. pemerintah desa;
c. lembaga pendidikan;
d. organisasi politik;
e. organisasi kemasyarakatan;
f. perusahaan; dan
g. perseorangan



(5)Peine五 ntah daerah melaksanakan pengembangan sumber daya manusね
kearsipan rrlelalui:

a. peningkatan kon■ petensi dan profesionalitas arsipans dan sum■ ber daya

n■anusia pengelola dan pengolah arsip inelalui penyelenggaraan,
pengaturan,serta pengalwasan pendidikan dan pelatihan kearsipani

b.penetapan standar minimdjumlah arsipttis;dan
c. penyediaan Janlinan keschatan dan tuI■ angan profesi.

(6)Ketentuan lebih lattut mengenai kompetensi,pendidikal■ dan pelttihan

arSむa五S, Standar minimd jumlah al・釜pa五S dan penyediaan jaminan
keschatan dan tunjangan prO:腱 si sebagaiinana diinaksud pada ayat(5),

diatur dalarn Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Prasarana dan Sarana

Pasa] 21

Pemerintah daerah mengembangkan prasarana dan sarana kearsipan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dengan mengatur standar kualitas
dan spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa1 22

(1) LiKD dan pencipta arsip walib rnenyediakan prasarana dan sarana kearsipan
sesuai dengan standar kcarsipal■ untuk pengelolaan arsip.

(2) Prasarana dan sarana kearsipan sebagairnana dirnaksud pada ayat(1)
n■eliputi gedung,ruangan,dan peralatan.

(3) Standar prasarana dan sarana sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)
rnelip■lti:

a,lokasi;
b.konstruksi:
c. tata ruangan gedungi
d.ruangan penyirFlpanan arSip;dan
e. spesi■kasi peralatan pengelolaan arsip.

(4) Ketentuan lebih lalljut n■ engenai prasarana dan Sarana, SebagaiFnana
dirnaksud pada ayat(2),diatur dengan Peraturan iBupati.

Bagian Ketujuh
Peiindungan dan Penyelarnatan Arsip

Pasal 23

(1) Pemerintah daerah melaksanakan pelindungan dan penyelamatan arsip
milik daerah.

(2) Arsip milik daerah sebag*imana dimaksud pada ayat {1} adalah arsip yang
herasal dari pemerintahan da.erah yang dibiayai oleh anggarari. negara dan
sumber dana lainnya, dan lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, dan organisasi kemasyarakatan yang dibiayai oleh anggaran negara.

Pasa1 24

(U Pemerintah daerah menyelenggarakan pelindungan dan penyelamatan arsip
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, baik terhadap arsip yang
keberadaannya di dalam maupun di luar daerah.

{2} Pemerintah. .



(2) Perllerintah  daerah  secara  khusus  lnernberikan  pelindungan  dan
penyela11■ atal■ arSip Sebagairnana dilnakSud pada ayat(1)yang berkaitan
dengan sejarah, pelm.erintahan, kependudukan, keⅥ 41ayahan, perbatasan,
peluanjian kOntrak ketta,dan inaSalah-lllaSalah perI■ erintahan daerah yang
strategis.

(3) Pemerintah daerah lnenyelenggarakan pelindungan dan penyelaIIlatan arsip
Sebagainllana dinlakStld pada ayat(1)darL ayat(2)dari bencal■ a alar11,

bencana sosial, tindakan krirninal serta tindakan kejahatan yang
rnengandung unsur sabotase,spionase,dan terorisnle.

(4) Pelindungan dan penyelantatan arsip sebagairnana dirnaksud pada avat(1)
dan ayat(2)dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh LKI),pencipta arsip,
dan pihak terkait.

(5) Pelindungan,dan penyelan■ atan arsip akibat bencana daerah dilaksanakan
oleh pencipta arsip dan L:KE) yang berkoordinasi dengan iBadan
Penanggulangan Bencana lDaerah.

Pasa1 25

(i) Dalam hal ter;'adi penggabungan dan/atau pembubaran suatu perangkat
daerah, pemerintah daerah mengambil tindakan untuk melakukan upaya
penyelamatan arsip.

(2| Upaya penyelamatan arsip sebagai akibat penggabungan dan/atau
pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilaksanakan oieh LKD.

Pasa1 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai peiindungan dan penyelamatan arsip diatur
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Sosialisasi Kearsipan

Pasal 27

(1) LKD Inenggiatkan sOsialisasi kearsipan sebagairnana dirnaksud dalanl Pasal
7 hurufi dalanll lneヽ ばujudkan inasvarakat sadar arsip.

(2) SOsialisasi kearsipan sebagailnalla dirnakstld pada ayat (1)dilaktlkan
rnelalui pendidikan, pelatihan, birnbingal■ dan penyuluhan, serta linelalui
penggunaan berbagai sarana rnedia korllunikasi dan infOrrllasi.

(3) Sosialisasi kearsipa:1l sebagairnana dilnaksud pada ayat(1)ditujukan pada
pencipta arsip.

(4) LKD dapatrnenyediakan iayanan inforinasi arsip,konsultasi,dan bilnbingal■
bagi penge101aan arsip rllasyarakat.

Bagran Kesembilan
Kerja Sama

Pasal 28

(U Pemerintah daerah melalui LKD dapat melaksanakan kerja sama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j dengan pencipta arsip.

l2l Dalarn hal penyelarnatan arsip pemilihan rlmrrm, LKD melakukan kerja
sama dengan Komisi Pemilihan Umum {KPU) kabupaten dan Panitia
Pengawas Pemilihan Umum kabupaten dalam penyimpanan arsip statis
penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD serta pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah.

(3) Ketentuan. . .



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} dan ayat {2}, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pendanaan

Pasa] 29

(1) Pendanaan penyelenggaraan kearSipan Sebagairnana dilnakSud dalanl PaSal
7 huruf k dilakukan berdasa』 rkan kenlalnpuan keuangan daerah.

(2)Pendanaan sebagalmana dilnaksud ddam ayat(1),dapat beras』 dari:

a. anggaran pendapatan dan belallja daerah(APBD〕 ;dan/atau
bo sun■ber pendarlaan lain yang sah dan tidak lnengikat.

(3) Pendal■ aan penyelenggaraan kearsipan sebagaiinana dilnaksud pada ayat

(1)]mtelipu趣  pendanaan untuk perulnuSan dan penetapan kebJakan,
perllbinaan keairsipan, pengelolaan arsip, penel止ian dan pengelllbangan,
pengerrlbangan suI1lber daya rnanusia, penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan kearslpan,penyediaan Jainlinan keseha機 ,tambahan tulUangan
surrlber daya rnanusia kearsipan,serta penyediaan prasarana dan sarana.

(4) Penyusunan prograrn penyelenggaraan kearsipan dalarri rangka pengaJuan
pendanaan sebagailnana diinaksud pada ayat(3),Inelljadi tanggung jalwab
LKD}dan unit kearsipan pada pencipta arsip sesuaii dengan fllngsi dan
tugasnya,

Pasa1 30

(1) Pendanaan dalalll ral■ gka pelindungan dan penyelarllata‐ n arsip akibat
benCana daerah l■ lenjadi tanggungja、vab LKE)dan pencipta arsip.

(2) Pendanaan sebagailnana dirxlaksud pada ayat(1), 1■ leliputi pencegahan
kerusakan arsip serta penyelarnatan dan perFlulihan arsip akibat bencana.

(3) Pendanaan  dalalll  rangka  pelindungan  dan  penyelarnatan  arsip
Sebagairnana dilnaksud pada avat(1)dan ayat(2), dialnggarkan dalarn
Anggaran Pendapatan dan Belallia Daerah sesuai peratllran perundang―
undangan,

Pasa1 31

LKD dapat mengalokasikan pendanaan untuk penghargaan danfatau imbalan
kepada anggota masyarakat atau lemLraga yang berperan aktif dalam kegiatan
pelindungan dan penyelamatan arsip serta penverahan arsip yang termasuk
dalam kategori DPA.

Pasa1 32

Ketentuan lehrih lanjut mengenai DPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 30
diatur dengan Pera.tura"n Bupati.

BAB IV
PENGELOLAAN ARSIP DINAMiIS

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Pengelolaan

Pasa1 33

(1) PI),lernbaga pendidikan,pel■ _erintahan desa,perusahaan,organisasi politik
dan organisasi kernasvaral(atan wajib lnelaksanakan pengelolaan arsip
dinaIIlis untuk rnen3arnin ketersediaan arslp dalarn penyelenggaraan
kegiatan scbagai bahall akuntabilitas kinellla dan alat bukti yang sah.

(2)Pengelolaan,



(2) Pengelolaan arsip dinamis sebagailnana dilnaksud pada ayat(1)Irlelipu饉 :

a,penciptaan arsip;
b. penggunaan dan pe」 mLe■haraan arSip;dan
c. penyusutan arsip.

(3) Pengelolaan arsip dinarnis pada P:D, len■ baga pendidikan, pel■ erintahan
desa, perusahaan, organisasi pOlidk, dan Organisasi kemasyarakatan
dilaksan曇(an dalam suatu sistem kearsipan daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengelolaan Arsip lDinanlis

Paragraf l

Penciptaan Arsip
Pasa1 34

(1) PenCipねan arsip sebagaimana dilllaksud dalam Pasa1 33 ayat(2)huruf a
melipud keJatan:
a.pel■buatan arsip;dan
b. pene五如、aan arsip.

(2)Pembuttan dan pene五maan arsip sebagttmana dimaksud pada ay試 (1),

dilaksanaka■  berdasarkan arsip夕  ](lasiikasi arsip, sistelrl klasifikasi
keanlanan,dan akses arsip.

(3)Tata naskah dinas,klasifikasi arsip,sistem klasifikasi keamanan,dan akses
arSip,ditetapkan olch pilnpinan pencipta arsip dan LKE)sesuai ketentuan
dan peraturan pertlndang―undangan.

Pttagraf 2

Penggunaan dan Pcl■ eliharaan Arsip
Pasa1 35

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Penggunaan arsip dinamis diperuntukkan bagi kepentingan pencipta arsip.
Ketersediaan dan auten饉 sitas arsip dinamis mettadi tanggung jawab
pencipta arsip.

Pilnpinan unit peng。 lah bertanggung Jalwab terhadap ketersediaan,
penge101aan,penyttian arSip Vital,dan ardp akti■
Pilnpinan unit kearsipa:n bertanggung jalwab terhadap ketersediaan,
peng01ahan, dan penyagian arsip inaktif untuk kepentingan penggunaan
internal dan kepentingan publik.
]D)alarn rangka ketersediaan arsip untuk kepentingan akses,dapat dilakukan

alih inedia.

Pasa1 36

(U Pencipta arsip dapat menutup akses arsip apabila:
a. menghambat proses penegakan hukum;
b. mengganggu kepentingan peiindungan hak atas kekayaan intelektual

dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
d. mengungkapkan kekayaan alam daerah yang masuk dalam kategori

dilindungi kerahasianrrya;
e. merugikan ketahanan ekonomi daerah;
f. merugikan kepentingan politik di daerah;
g" mengungkapkan isi akta autendk yang bersifat pribadi dan kemauan

terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara
hukum;

h. rnengungkapkan



h, nlengungkapkan rahasia atau data pribadi;dan
i. Inengungkapkan rnernorandunl atau surat― surat yang n■enurut sifatnya

perlu dirahasiakan.

(2) Pencipta arsip 、,valib Fnenjaga kerahaSiaan arSip tertutup Sebagairnana
dirnakSud pada aVat(1).

(3) Pencipta arsip 、valib inenentukan prOsedur penutllpan akses arsip
berdasarkan standar pelayanan rniniinal serta rnenyediakan fasilitas untuk

kepentingan pengguna arsip.

Pasa1 37

(1) Pemeliharaan arsip dinamis dilakukan untuk menjaga autentisitas,
keutuhan, keamanan, dan keselarnatan arsip.

t2\ Pemeliharaan arsip dinamis meliputi pemeliharaan arsip vital, arsip aktif,
dan arsip inaktif, baik yang termasuk dalam kategori arsip terjaga maupun
arsip umum.

(3) Pemeliharaan arsip dinamis dilakukan melalui kegiatan:
a. pemlrerkasan arsip aktif;
b. penataan arsip inaktif;
c. penyimpanan arsip; dan
d. alih media arsip"

Pasa1 38

t1) Pemeliharaan arsip aktif dilakukan melalui kegiatan pemberkasan dan
Pen3'imPanan arsiP'

(2) Pemeliharaan arsip inaktif dilakukan melalui kegiatan penataan dan
penyimpanan arsip.

Pasa1 39

(1) Pernberkasan arsip aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ai,'at (3)
huruf a dilakukaa terhadap arsip yang dibuat dan diterirna.

(2) Pemberkasall arsip aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan klasifikasi arsip.

{3) Pemberkasan arsip aktif menghasilkan tertatanya fisik dan inforrnasi arsip
serta tersusunnya daftar arsip.

(4i Daftar arsip aktif terdiri atas daftar berkas dan daftar isi berkas.

Pasa1 40

(1) Penataan arsip inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3T at,at (3) huruf
b dilakukan berdasarkan asas asal-usul dan asas aturan as1i.

(2) Penataan arsip inaktif pada unit kearsipan dan unit pengolah dilaksanakan
meialui:
a. pengaturan fisik arsip;
h). pengolahan inforrnasi arsip; dan
c. penyusunan daftar arsip.

(3) Daftar arsip inaktif disusun oieh unit pengolah setiap tahun dan
disampaikan kepada unit kearsipan disertai berita acara.

Piasa1 4 1



Pasa1 41

(1) Peinyirnpanan arsip sebagailnana dirrlaksud dalanl Pasa1 37 ayat(3)ihuruf c
dilakukalll terhadap arsip aktif dan arsip inaktif yang telah disusun dalalrl

dal■ar arsip.

(2) Penyimpanan arsip akttf dan arsip inak=f sebagairnana diinaksud pada ayat
(1)dilakSanakan untuk mettainin keamanan iSik dan ttbrmaSi arSip
Selal■a」angka Waku penyi=Lpanan ardp berdaSarkan JRA atau nilai guna,

Pasa1 42

(1)

(2)

Alih media arsip dinamis dilakukan sesuai dengan ketentuan yarrg berlaku.
Alih media arsip dinamis sebagairnana rlimaksud pada ayat {1} dilaksanakan
dalam berbagai bentuk dan media sesuai kemajuan teknologi infiormasi dan
komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa1 43

(1) Alih rnedia arsip dinanlis dilaksanakan dengan ineinperhatikan kondisi arsip
dan nilalinibrmasi.

(2) Alih rnedia sebagailnana dirnaksud pada ayat(1)1■ lenghasilkan arsip
dinarniS dalanl bentuk dan Fnedia elektrOnik dan/atau media lairinya SeSuai

dengan aslinya`

(3) Arsip yang dialihlnediakan tetap disirnpan untuk kepentingan hukulll
berdasarkan ketentuan peraturan perundang― undangan.

(4) Alih l■ ledia arsip dinalnis diautentikasi oleh piinpinan pencipta arsip dcngan

Πlel■berikan tanda tertentu yang dilekatkan atau terkait dengan arsip hasil

alih i■ ledia.

(5) Pelaksanaan alih rrledia arsip dil■aIIlis dilakukan dengan lnel1lbuat berita

acara yang disertai dengan daftar arsip yang dialihrllediakan.

(6) Arsip hasil alih inedia dan hasil cetaknya lncrupakan alat bukti yang sah
sesuai ketentuan peraturan perundang― undangan.

(7) :Daftar arsip dil■ aIIlis yang dialihigLediakan paling Sedikit rnentuat:

a.unit pengolah;
b.non■or urut;

c. Jenls arslp;

d.jurnlah arsip;
e.kurun、vaktu;dan
f.  keterangan.

Pasa1 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan arsip dinamis, dan alih media arsip
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 43 diatur dalam
Peraturan Bupati.

Paragaf 3
Penyusutan A.rsip

Pasa1 45

Penyusutan arsip dilaksanakan oleh pencipta arsip.

Penyusutan=sip dilaksanakan oleh pencゎ機鑓sip be壼 asttkan JRA dengan
IIlerrlperhatikan keperltingan pencipta arsip serta kependngan masyarakat,

bangsa dan negara.

１

２

{3} Pemerintahan



(3)Peme五ntallan daerah,perusahaan dan lembaga pendidikan wagib memili壼
JRA.

(4) JRA sebagailnana dilnaksud pada ayat(2)ditetapkan Bupati setelah
lllendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik lndonesia(ANRI)。

(5) Ketentuan lebih langut=lengenai JRA diatur dalanl Peraturall Bupati.

Pasa1 46

Penyusutan arsip sebagaiinana dilrlaksud dalam Pasa1 45,:■ loliputi:

a.  penlindahan arSip inaktif dari unit peFig01ah ke unit kearSipan;

b. pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak Hlemi五 量 nild guna
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan pcrundang―undangan;dan

c.  penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada LKI)。

Pasa1 47

(1) Penlindahan arsip inaktif sebagairnana dirnaksud dalarn Pasa1 46 huruf a
dilaksanakan dengan lnen■ perhatikan bentuk dan lnedia arsip.

(2) Pelllindahan arsip inakif sebagairnana diinaksud pada avat(1)dilaksanakan
lllelaluil

a. penyeleksian arsip inaktif;

b.pen■ buatan daftar arsip inaktif yang akan dipindahkani dan

c. penataan arsip inaktif yang akan dipindahkan.

(3) Perllbuatan daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan sebagailnana
diIIlaksud pada ayat(2)huruf b paling sedikit IIlellluat:

a. pencipta arsip;

b. unit pengOlah;
c, ■or1lor arslp;

d. kode klasi■ kasi;

e. uraian infOrinasi arsip;

f. kurun waktu;
g.jullllah;dan
h.keterangan.

(4) Perllindahan arsip inakdf sebagairnana dirnaksud pada ayat(1)dilakukan
dengan penandatanganan berita acara dan dilalnpiri daftar arsip yang akan

dipindahkan.

(5) Penlindahan arsip inaktif sebagaiinana diinaksud pada ayat(1)dilakukan
dengan penandatanganan berita acara dan dilarllpiri daftar arsip yang akan

dipindahkan.

(6) Berita acara dan daftar arsip yang dipindahkan sebagailnana dilnaksud pada
avat(5)ditandatangani Oleh pirnpinan unit pengolah dan piinpinan unit
kearsipan.

Pasa1 48

( 1) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasai 46 huruf b
dilakukan terhadap arsip Jrang:
a. tidak memiliki nilai guna;
b. telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan

JRA;
c. tidak ada peraturan perundang-undangan yang meiarang; dan
d. tidak herkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.

i2) Dalam. . .



(2)Dalam hd arsip belum memenuhi semua kettntuan sebagailnana dimaksud
pada ayat(1),斡栓nSinya ditentukan kembtti Oleh pimpinan penCむ ta arSip・

(3)Pemusnahan arsip sebagttmana dimaksud pada ayat(1)wttib dialcsanakan
ses■lai dengan peraturan perundang― undangan.

(4) Perrlusinahan arsip sebagaimaina dilnaks・ ud pada ayat(1)dain ayat(2)
mettadi tanggungjaWab penCiptt arSip yang berSangkutan・

(5)Pelaksanaan pemusnahttl arsip di lingku■ gan pemenntah daerah
sebagttmana dimaksud pada ayat(1),mettaditanggungjawab LKD.

Pasa1 49

(1) PI), lernbaga pendidikan, peruSahaan, OrganiSaSi p01itik, OrganiSaSi
ke■■aSyarakatan, daF■  pen■ erintah deSa berkeヽ raliban rnenyerahkan arSip

statis scbagailnana diIIlaksud dalaIII Pasa1 46 htlruf c kepada LK]E).

(2) Peinyerahan arsip statis sebagailnana dil■ laksud pada ayat(1)dilakukan
terhadap arsip yangI

a.1■lerniliki nilai guna keS● aFahan;
b・ telah habiS retenSinyal dan/atau

c. berketerangan diperll■ anenkan sesuai JRA atau nilai guna.

(3) Penyerahan arsip statis sebagairnana dirnaksud pada ayat(2)lnenjadi
tanggung」 aⅥrab pirnpinan penCipta arSip.

(4) Selain arsip statis sebagail■ ana dilnaksud pada ayat(1)dan avat(2),arsip
yal「lg tidak dikenali penciptanya atau karena tidak tercanturn dalarll JRA dan

dinyatakan dalarn DPA oleh LKD dinyatakarl sebagai arsip statis.

Pasali 50

(1) AFSip StatiS yang diseral■ kan oleh pencipta arsip kepada LI《 E)harus
IIlerupakan arsip yan〔 ζ autentik,terpercava夕 utuh,dan dapat dif〕 unakan.

(2) Pencipta arsip ll■ elakukan autentikasi arsip statis yang akan diserahkan
kepacia LKD.

(3) Apabila pencipta arsip tidak l■ lelakukan autentikasi sebagaimalla dilnaksud
pada ayat(2),L:KD bcrhak lnenolak pcnyerahan arsip statis.

(4) Dalam hal arsip statis yang tidak diketahui penciptal■ ya, atitentikasi

dilakukan oleh LKD.

Pasa1 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan arsip diatur dengan Peraturan
Bupati.

Paragraf 4
Arsip Vital
Pasal 52

(1)

(2)

Perne五haraart arsip vital dilakukan dengan lnernbllat prOgraIIl arsip vital.

PI),peruSahaan,lenlbaga pendidikan,dan pernerintah deSa ttraiib ineinbuat
prograrll arsip vital.

PrOgrain arSip Vital Sebagai・nana dirnakSud pada ayat(1), dilakSanakal・
rnelal■ li kegiatani

a.identiikasi;

b.pelindungan dan pengalllanan;dal■
c, penyelarnatan dan perilulihan.

(3)

{4i Ketentuan.



(4)Ketentuan bbih lattut mengentt progam arsip宙 td diatur dalam peraturan

Bupati.、

BAB V
PENGELOLAAN ARSIP STATIS

Ba」an Kesatu
Ruang Lingkup Pengelolaan

Pasa1 53

(1)

(2)

(3)

Pengeiolaan arsip statis dilakukan oleh LKD"
Pengelolaan arsip statis dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip
sebagai pertanggungja*.,aban daerah bagi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2], meliputi:
a. akuisisi arsip statis;
b. pengolahan arsip statis;
c. preservasi arsip statis; dan
d. akses arsip statis.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengeloiaan Arsip Statis

Paragraf 1

Akuisisi Arsip Statis
Pasal 54

(1) LKD melaksanakan akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
53 ayat (3) huruf a dari pencipta arsip.

(2| Akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud pada a1,"at (1) meliputi arsip
statis yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam melakukan akuisisi arsip statis, LKD '"vajib membuat DPA yang
rnelipuLi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dan menyampaikan
kepada pencipta arsip.

(4) DPA sebagaimana dimaksud pada a;,at (3) paling sedikit memuat:
a. pencipta arsip;
b. nomor arsip;
c. kode klasifikasi;
d. uraian informasi arsip;
e. kurun waktu;
f. jumlah arsip; dan
g. keterangan.

(5) Perangkat daerah, lembaga pendidikan, pemerintah desa, perusahaan,
organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan yang memiliki atau
menyimpan arsip statis seLragaimana dimaksud pada ayat (3) wqiib
menyerahkan kepada LKD berdasarkan syarat- syarat yang ditetapkan dalam
pengumuman DPA.

Pasa1 55

(1) Pelaksanaan akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
ayat {2} wajib dituangkan dalam berita acsra serah terima dan deftar arsip
statis.

(2) Berita. . .



(2) Berita acara serah terima arsip statis sebagaimana dimaksud. pada ayat {1)
ditandatangani oieh kepala LKD dan pimpinan pencipta arsip atau pihak
yang mervakili.

(3) Berita acara serah terima arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a. rnraktu serah terima;
b. ternpat;
c. jumlah arsip;
d. tanggug jarvab dan kewajitran para pihak; dan
e. tanda tangan para pihak.

(4) Daftar arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
pencipta arsip paling sedikit memuat:
a. pencipta arsip:
b. nomor arsip;
c. kode klasifikasi;
d. uraian informasi arsip;
e. kurun waktu;
f. jumlah arsip; dan
g. keterangan.

Paragraf 2
Pengoiahan Arsip Statis

Pasal 56

(f ) Pengolahan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3)
huruf b, diiaksanakan berdasarkan asas asal-usul dan asas aturan asli serta
standar deskripsi arsip statis.

(2) Pengolahan arsip statis dilaksanakan melalui kegiatan:
a. penataan informasi arsip statis;
b. penataan fisik arsip statis; dan
c. penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis.

(3) Sarana bantu penemuan kembali arsip statis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c meliputi guide arsip, daftar arsip statis dan inventar:is arsip.

(4) Daftar arsip statis setragaimana dimaksud pada ayat {3) paling sedikit
memuat:
a. pencipta arsip;
b" nomor arsip;
c. kocle klasifikasi;
d. uraian informasi arsip;
e. kurun rvaktu;
f. jumlah arsip; dan
g. keterangan.

Paragraf 3
Preservasi Arsip Statis

Pasal 57

(1) PreSerVaSi arSip StatiS Sebagaiinana dilnaksud dalanl Pasa1 53 ayat(3)huruf
c dilaksanakan untuk inenjain■ in keselan■ atan dan kelestarian arsip statis.

(2) Preservasi arsip statis sebagain■ aina din■ akstld pada avat(1)dilakukan
secara preventif dan kuratif.

(3) Preservasi arsip statis dengan cara preventif dilakllkan dengan:
a` penyllnpanan;
b. pengendalian harna terpadu;

c.reproduksi=.=



(4)

c. reproduksi; dan
d. perencanaan menghadapi bencana.
Preservasi arsip statis dengan cara kuratif diiakukarr melalui perawatan

arsip statis dengan memperhatikan keutuhan informasi yang dikandung
dalam arsip statis.

Akses arsip statis untuk kepentingan pengguna arSip difaSilitaSi 01Ch LKD.

untuk lnenlfasュ itasi kepentingan akses arsip statis, LKD Inenyediakan
prasarana dan sarana.
Akses ardp statis dilaksanakan dengal■

=lel■
pertimbangkan:

a.p五nsip keutuhan,keal■anan dan keselal■ atan arsip statisi dan

b, sifat keterbukaan dan ketettutupan =sip sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang― undangall.

Akses arsip statis dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

Pasa1 58

(1)PelakSanaan preSerVaSi arSip StattS melalui penyimpanan Sebagaimana
dilnaksud dalal■ Pasa1 57 ayat(3)huruFa dilaksarlakan dengari penyediaan

prasarana dan sarana sesuai dengan standar yang ditentukan.

(2)Pelaksanaan preservasi arsip ttatis meldui pengenddian hama terpadu
sebagaimana dimakst:d dalam Pasa1 57 ayat(3)huruf b dilaksanakan
melalui pencegahan,pembasmian jasad renik,dan organisme perusak
arslp,

(3)PelaksanaarL preSerVaSi arSip StatiS ■■elalui reprOdukSi Sebagaimana

dimaksud dalam Pas麺 57 ayat(3}huruFc dilaksanakan dengan melakukan

alih inedia.

(4)Pelaksanaan preselvad arsip statis melalui perencanaarl menghadapi
bencana sebagallnana diinaksud dala=L Pasa1 57 ayat (3)huruf d
dilaksanakan dengan pelil■ dungan dan penyelan■ atan arsip dari bencana.

Pasa1 59

(1) Alih inedia arsip statis dilaksanakan dengan inernperhatikan kondiSi arsip
dan nilai inlorrnasi.

(2) Alih lコ[edia sebagaiinal■a dirnaksud pada ayat(1)11lenghasilkan arsip statis

dalalll bentuk dan lnedia elektrOnik dan/atati nledia lainya SeSuai dengan

aslinya.

(3) Arsip statis yang dialihrrlediakan tetap disirnpan tlntuk kepentingan
pelestarian dan pelayanan arsip.

Paragraf 4

Akses Arsip Statts

Pasa1 60

Akses arsip sta種 s sebagailnana dilnaksud dalan■  PaSa1 53 ayat(3)huruf d
dilaksanakan dalan■ rangka pe]manfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan
publik dengan inerFlperhatikan prinsip keutuhan,keaコ nanan,dan kesela■■atan

arslp.

Pasa1 6 1

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasa1 62._



Pasa1 62

(1) Apabila akses terhadap arsip statis yang berasal dari pencipta arsip terdapat
persyaratan tertentu, akses dilakukan sesuai dengan persyaratan dari
pencipta arsip yang memiliki arsip tersebut.

t2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undaagan.

Pasa1 63

Ketcntuan lebih lanjut IIlengenai pengelolaan arsip statis diatur dengan
Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Autentikasi Arsip

Pasal 64

(1) Autentikasi airsip dilakukan terhadap arsip statis dan arsip hasil alih inedia
terhadap arSip dinanliS dan arSip StatiS untuk lnerlianlin keabSahan arsip.

(2) Autentikasi terhadap l■ rsip statis sebagaiinana dilnaksud pada ayat(1)
dilakukan oleh LiKI).

(3)Ketentuan mengentt Auttndsitas arsip statts yang teЁ ipta secara elekむ onik
d憂Ⅱ1/atau haSil alih nledia SebagaigLana dimakSud pada ayat(1〕 haruS dapat
dibuktikan dengan perSyaratal■ yang diatur dengan Peratural■ 13upati.

Pasa1 65

(1) LK正)ber、venang コnelakukan autentikasi arsip statis dengan dukungan
penlb■lktian.

(2) Untuk lnendukung kapabilitas, kOrnpetensi, serta kemandirian dall
integritasnya dalanl inelakukan fungsi dan tugas penetapan autentisitas
suatu arsip statis, LK:E)harus didukung peralatan dan tekn010gi yang
rnen■adal.

(3) :D'alaI1l menetapkan autentisitas suatu arsip statis,LiK]D dapat berkoordinasi
dengan pihak yang rlle■ lpunvai ken■ arnpuan dan kO■■petensi.

BAB VI
LAYANAN KEARSIPAN

Pasa1 66

(1)

(2)

LKD Ittlelaksanakan layanan kearsipan.
JeniS layanan kearSipan Sebagailnana dilnakSud pada ayat(1)Ineliputi:
a, pcrllbuatan pcdornan penyclcnggaraan kcarsipan;
b. penelitian dan penelusuran surnber arsip;

c. pernbenahan dan pel■ataan arsip:
d. penlinjarnan arsip;

e, penylrnpanan arslp;
f. alih inedia dan penggandaan arsip;
g. kOnsultasi dan asistensi:
h.publikasi arsip;
i. pera、vatan dan reprOduksi arsip;
j`  pcI1lbuatan sistcrn kcarsipan berbasis tekn010gi infOrrnasi;dan

k. birnbingan,pcndidikan dan pclatihan kearsipan.

(3)Untuk...



(3) 1.Jntuk lnelaksanakan pelayanan jasa sebagailnana diinaksud pada ayat(2),
LKD inelakukan perencanaan,pelrlasaran,penyediaan anggaran,fasilitasi
pelayanan dan evaluasi.

(4}Dalarn pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalall ayat(3)LKD dapat
beketta Sa]ma dengan leinbaga prOfeSiOnal di bidang kearSipan・

(5) Pelaksanaan pelayanan jasa sebagaimana diinaksud dalanl ayat(3)
didaS“a_rkan pada pettaniian kettaSama dengan penggunajaSa`

(6)LKD‐walib lnel■ be五kan layanan jasa sesuai dengan petta■ jian kettasalna

sebagaimana dilnaksud pada ayat(5).

(7) Penggunajasa、 vajib inentaad pettalliiarl kettasaina sebagailllana dEnaksud

pada ayat(6)yang disepakad dan/atau sesutt ketentuan yang berlaku.

(8)LKD inelaporkan tentang keuangan,kinetta layanan jasa kearsipan kepada
Bupati l(Satu)kdi ddaim Satu tahun anggaran be」 alan・

(9)Ketentuan lebih l劉 輔ut 富諄ngenai sistem, mekanisme darl pЮ sedur
pembenan layanan jaSa Setta pertanttlung」 aWaban pelakSanaan layanan
jasa sebagain■ana din■aksud dalalm ayat(3)diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN PENGAヽ 八″ASAN

Pasa1 67

Pengendalian kcarsipan dilaksanakan olch LKD rnelalui kegiatan perllantauan,
evaluasi dan pelaporan.

Pasa1 68

(1) Pel:Ilerintah   daerah   inelalui   LiKE)  1■lelaksanakan   penga¬'asan

penyelenggaraan kearsipan dan pengelolaan arsip dinarnis pada perangkat

daerah, perusahaan, perlleril■ tah desa, dan penyelenggaraan kearsipan
lllaupun pengelolaan arsip statis pada LKD.

(2) Pelaksanaan  penga、vasan  sebaga盤 nana  dill■ aksud  Pada  ayat (1)
dilal《Sanakan SeSuai dengan ketentuan peratuFan perundang― undangan.

(3) Penga、vasan penyelenggaraan kearsipan dinall■is pada peralngkat daerah
Sebagailnana dilnakStld pada ayat(1)dilakSanakan SeCara tel‐ k00■dinaSi

antara LKD dengan perangkat daerah.

(4) penga、vasan penyelenggaraan kearsipan dan pengelolaan arsip dil■ a11lis pada

perangkat daerah dilakukan dengan caral

a. audit kearsipan dinarllisi

b. ■lonitoring dan evaluasi;

C・  penilaian kinetta penyelenggaraan kearSipan;dan
d. koordinasi penyediaan fasilitas sarana kearsipan.

(5) Penga、 7asan penvelenggaraan kearsipan dan penge101aan arsip statis di LKD

dilakukan dengan caral
a. audit kearsipan statis;

b. InonitOring dan evaluasi;

c. penilaian kinetta LKD;dan
d. koordinasi penyediaaln fasilitas sarana pengelolaan arsip statis.

(6) Penga跳 ‐rasan(audit kearsipan internal)atas penyelenggaraan kearsipan di

lingkungan perangkat daerah,dan pernerintah desa,dilakukan setiap tahun

yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati, dan dilaksanakan oleh tirn
pengaⅥ「as kearsipan internal yang dibentuk oleh Bupati.

17]HaSil,,,



t7) Hasil penga\Masan (audit kearsipan internal) atas penyelenggaraan kearsipan
di lingkungan perangkat daerah menjadi salah satu poin penilaian kinerja
dan pertimbangan untuk promosi jabatan.

(8) Pengawasan atas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan perusahaan
dilaksanakan oleh satuan pengawas internal perusahaan.

Pasa1 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar, mekanisme dan prosedur pelaksanaan
pengavrasan kearsipan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
ORGANISASI PROFESI DAN PERAN AKTIF MASYARAKAT

Bagian Kesatu
O)rganisasi Profesi

Pasa1 70

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Arsiparis dapat membentuk organisasi profesi.
Pernbinaan organisasi profesi arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
dilakukan oleh pemerintah daerah.
Ketentuan lebih lanjut rnengenai organisasi profesi arsiparis sebagaimana
dimaksud pada ayat {1}, diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Aktif Masyarakat dan Penghargaan

Pasal T l

Masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan kearsipan.
Peran aktif■■asyarakat diwujudkan dengan:
ao inenclpta.kal■ , 菫lenylmpan darl =lelil■dungl arslp atas keglatan yang

dapatェnengakibatkan=l■lncuinya hak dal■ kewttibal■ dalain rallgka
lllenjanlin pelindungan hak― hak keperdataan dan hak ams kekayaan
intelektual serta inendukung ketel'種ban kegatan penyelenggaraan
Negara;

b.1■enyerahkan arsip statis kepada LKD;
co lnelindungi dan inenyelamatkan arsip dan tempat peny=npanan arsip

dari bencana alam dan bencana sOsial;

d. pembudayaan penggunaan dan pel■anfaatan arsip sesuai dengan
prosedur yang benari

e・  Inenggalang dan/atau menyulnbangkan dana untuk penyelenggaraan
睦 雷 sipan;

i nlettadi SukarelaWan dalam pengelolaan dan penyelamatan arsip sesu盛
dengan kon■petensi yang dirnilikinya;dall

g, Inenyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kearsipan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang―undangan.

Peine五ntah daerah dapatimel■ berikan penghargaan kepada pencipta arsip,
arsiparis dan pengelola kearsipan yang berprestasi ddalnl penyelenggaraan
kearsipan.
Pengllargaan Sebagaiinana dllnakSud pada ayat(1)diberikan dalanl bentuk:

a, plaganl;
b. bantuan sarana kearsipani dan
c. uang pel■ binaan.

(4)

{5} Pemerintah. . .



(5) Pemerintah daerah dapat rnemberikan penghargaan kepada masyarakat
yang be{asa dalam pelindungan dan penyelamatan arsip.

BAB IX
LARANGAN DAN KEl几7AJIBAN

Pasa1 72

(1) Larangan:
ao Setiap Orang dilarang rrlenguaSai dan/atau rnenliliki arSip daerah;

b. Setiap Orang dilarallg Fnellyerahkan arSip dinanliS kepada pengguna arSip
yang tidak berhak;

C.Setiap Orang dilarang dengan Sengatia lnenluSnahkan arSip daerah diluar
prosedur yang benar;dan

d.Setiap Orang dilarang inernpettualbelikan atau menyerahkan arSip yang
n「leliniliki nilai guna keSqiarahan kepada pihak lain diluar yang telah

ditentukan.

(2)Kewttibani
a.Setiap OrangヽValib inenjaga kerahaSiaan arSip tertutup;

b.SCtiap Orang Walib rnenjaga keutuhan,keanlanan dan keSelamatan arSip
rnllik daerah;dan

C. pihak ketiga｀W'alib」m.e■yerahkan arSip yang terCipta dari kegiatan yang

dibiayai dengan anggaran negara.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasa1 73

(1) PQjabat dan/atau pelaksana di dalan■  atau di luar lingkungan PD dan
perusahaan yang melainggar ketentuan sebagairnana dirnaksud Pasal 18
ayat(3),Pasa1 34 ayat(3),Pasa1 36 ayat(2),Pasa1 45 ayat(3),Pasa1 52 ayat

(2),dan Pasa1 54 ayat(3),dikenai sanksi adrninistratii

(2) Ketcntuan lebih laコ jut rrlengenai sanksi adnlinistratif sebagailnana

diinaksud pada avat(1)di lingkungan PE)dan perusahaan diatur dengan
Peraturan Bupati.

(3) Pelaksanaan ketentuan sanksi adrninistratif sebagairnana dirnaksud pada
ayat(1)diluar PE)dan perusahaan sesuai ketentuan peratural■ perundang―

undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasa1 74

(1) Pejabat Pcgawai Negeri Sipiltertentu dilingkungan peinerintah dacrah diberi
とゝe恥renang khusus sebagai penyidik unttlk lmelakukan penyidikan terhadap

pelanggaran ketentuan dalanl peraturan daerah ini, dan ketentuan
sebagaiinana dilnaksud dalanil Undang― Undang IIukulΥ l Acara Pidana yang
berlaku.

(2) Penyidik sebagailnana dilnaksud pada avat(1)adalah Pqiabat Pega■ vai Negeri

Sipil tertentu di lingkungan perllerintah daCrah yang diangkat Oleh pqliabat

yang ber、″enang sesuai dengan ketentuan peraturan perlindallg― undangan.
(3) Vヽewenang penyidik sebagairnana dirnaksud pada avat(1)adalahi

a. rnenerirna, Inencari, 1■lcnguinpulkan dan ineneliti kctcrangan atau
laporan berkenaan dengan pclanggaran ketentuan dalaln pcraturan
daerah ini agar keterangan atau laporain tersebut lnelljadi lengkap dan
jelas;

b.Ineneliti...



b. rnenelid, Inencan dan IIlengun■ pulkan keterangan inengenai orang
pribadi, ata.u badan tentaing kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalanl peraturan daerah ini;

c. Inenlinta keterangan dan bahan buk種 dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalanl peraturan daerah ini;

d. Frleme五ksa bukll―bllku, catatan… catatan dan dOkulllen― dOkul=Len lain

berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalanl peraturan daerah ini;

e.Inelakukan penggeledahan untuk lnendapatkan bahan bukti
pel■bukuan,pencatatan dan dokuinen― dokunlen l滅 n setta nlelakukan
penyitaan terhadap bahan buk傾 もersebut;

i nleininta_bantual■  tenaga ahli dalam rangka pelaksanaall tugas
penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalanl peraturan daerah ini;

g.■■enyuruh berhen饉  dan/atau lllelarang SeSeOrang meninggdkan
ruangan atau telllpat pada saat pelm、 eriksaan berlangsung dan
■leme五kSa identttaS Orang dan/atau dOkumen yang dibaWa
sebagaiinana diinaksud dalanl huruf e;

h。  lm.enlotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggairan ketentuan

dalam peraturan Daerah ini;

i。  lnenlanggi1 0rang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau s轟重si;

j.]menghentikan penyidikan;dan

k. lnelakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
terhadap pelanggaran ketentuan dalaln peratliran daerah ini lnenurut

ketentuan peraturan perundang_undangan yang benaku.

(4)Penyidik sebagaiinana diinaksud pada ayat(1)コ tembe五 tahukan diinulainya
penyidikan dan inenyal■pa:ikan hasil penyidikannya kepada penuntut
ul■lurrた inelalui Peiabat Polisi Negara Republik lndonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalan■ Undang―Unda■lg hukuIIl acara pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasa1 75

(i) Setiap orang yang melanggar larangan dan tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diar;.cam pidana dengan pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.
5O.OOO.0OO,00 {lima puluh juta rupiah}, kecuali ditentukan lain dalam
peraturan perundang-undangan.

(21 Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP
Pasa1 76

Pada saat Peraturan Daerah. ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten
Karo Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karo {Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006
Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasa1 77...



Pas」 77

Peraturan Daera.h ini mulai berlaku pada ta"nggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Ine=Lerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penel■ pal睦.nnya dalanllLeinbaran Daerah Kabllpaten Karo.

Ditetapkan di Kttanjahe
pada tanggd 21 Desember 2023

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabattahe
pada tangg組 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

LEIM[BARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2023 NOIⅥ10R 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA
UTARA:(7-157/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT KAB.KARO,

IⅥiONICA A PURBA,SH
NIP.197305292005022001
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOIⅥ[OR 07 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

I. UMUM
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristir,rra dalam berbagai bentuk dan

media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang
dibuat dan diterima oleh organisasi dan perseorangan dalam pelaksanaan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan Lrernegara. Arsip yang tercipta harus
dapat menjadi sumber informasi, acuan dan bahan pembelajaran masyarakat,
bangsa dan negara.

Daiam. upaya mer.r,ujudkan penyeienggaraarr pemerintahan -v*ang baik dan
bersih, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mewajlbkan
pemerintah menunjukkan talggung jawabnya dalarn pen5.elenggaraan,
penciptaan, pengelolaan dan peiaporan arsip yang tercipta dari kegiatan-
kegiatannya. Penyelenggaraan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu
sistem kearsipan yang didukung oleh sumLrer daya manusia, prasarana dan
sarana serta sumber da.va lainnya.

Sebagai  upaya  untuk  lnewujudkan  pertanggungja、、アaban  tersebut,
Pelnerintah Kabupaten Karo lnelalui PD yang lneinbidangi kearsipan
berke、/ajiban l■enyelenggarakan pen■binaan l(earsipan dilingkungan Pen■ erintah

Kabupaten Karo.Pernbinaan dilnaksudkan agar setiap institusi inenjalankan
pengelolaan arsip dinarnis secara optirnal berdasarkan pedon■an yang berlaku,
sehingga akses arsip dapat dilakukan del■ gan tepat dan dalall■ u/aktu relatif

singkat.

Lembaga Kearsipan berkew'ajiban pula melakukari pengelolaan arsip statis
yang efisien, efektif dan sistematis. Proses tersebut meliputi akuisisi, pengolahan,
preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik dalam suatu
sistem kearsipan nasional.

Peraturan Pelmterintah Noimor 28 Tahul1 2012 rrlengganskan ketentuan
pelakSanaan IJndang-lJndang Nolrlor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipano Sebagai

tindak lar」 ut diSahkanllya Peraturan PeFrlerintah terSebut, perlu diSuSun
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Karo untuk
lllelljalllin kepastian hukul壼 l dalam penyelenggaraan, penciptaan,pengelolaan
dan pelapOral■ arSip yang tercttta da五 kegiatan― keぎatan Peme五ntah Kabupaten
Karo dalanl pelaksanaan kehidupan bennasyarakat,berbangsa dan berinegara.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.



Pasal 2
Yang dimaksud dengan "memberikan kepastian hukum" adalah bahwa
Peraturan Daerah ini memberi landasan hukum bagi semua aktivitas
penyelenggaraan kearsipan dan memberikan kepastian serta rasa aman
bagi para penyelenggara kearsipan.

Pasal 3
Huruf a

Yang dimaksud dengan "perusahaan" adalah BUMD yang
berkedudukan di Kabupaten Karo.

Huruf b
Yang dimaksud dengan o'mendinamiskan pen5,'elenggaraarr kearsipan
daerah" adalah bahu,'a dengan adanya sistem yang komprehensif dan
terpadu, penyelenggaraan kearsipan menjadi dinamis dan terarah.

Yang dimaksud dengan okomprehensi{" adalah penyelenggaraan
kearsipan yang utuh dengan merrperhatikan seluruh komponen
penyelenggaraall kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan
kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan
nasional yang didukung oleh organisasi kearsipan, sumber daya
manusia, prasa"rata dan sarana, serta pendanaan.

Yang dilllakstld dengan “terpadu" adalah keterpaduan tiap
konlponen dalanl ilnplerrlentasi penyelenggaraan kearsipan untuk

=LCWujudkan tujuan penyelenggaraan kearSipan.
Hurufc

Yang diinaksud dengan “pengelolaan arsip yang andal" adalah
pengelolaan arsip yang dilaksanakan berdasarkan sistelll yang
mal■pu inena菫lpung dan inerespon kebutuhan perkembangan
Zamano SiStem penge101aan arSip yang andal meFrlilild kemampuan:
mettaring atau menangkap(Cαpttκ)Semua arSip dali Seluruh
ke」atan yang dihaSilkan OrganiSaSi,menata arSip dengan Cara yang

menCerminkan pЮ SeS keJaね n OrganiSaSi,melinduntt arSip dari

pengubahan, pengurangan, penalnbahan, atau penyusutan oleh
pihak yang tidak berlⅣenang, Inel可adi Sun■ber utalna infOrinaSi
SeCara rutin l■engenai keJ_atan yang terekam dala■l arSip, dan

lllenyediakan akses terhadap sernua arsip bel■ kut besel此a
璽letadatanya.

Huruf d
Yang dimaksud deng触 /1nellarnin ketersediaan ar・ dp yang autendk
dan teFperCaya Sebagal alat bukti yang Sah″ adalah bahヽ Ara dalalll

penyelenggaraan kearSむ an haruS dapat mettaimin arSわ Sebag譴
rekail■lan keglatan atau pelisu、″a ya_ng dapat disediakan atau
diSttikan dalarn kOndiSi autentik dan terpercaya,sehingga dapat
berfungsi scbagai alat btlkti yang sah inaupun dapatimtel可 adi suinber

inlorlnasi dalarn pelaksallaan kegiatan pada inasa yang akan datang.

Hurufe
Yang diFnakSud dengan“ inel可 aga keSelainatalt dan kearnanan arSip"
adalah bahwa arsip baik secara isik lmaupun in5orl■ asinya harus
dttaga keSelarnatan dan keanlanannya, Sehingga tidak l■ engalami
kerusakan atau hilang。



Arsip perlu dtaga kerahasiannya dain pengaksesan oleh pihak yang
tidak berhak,kaFena arSip inerupakan bukti pertanggung jalWaban
dalaIIl kehidupan berinasyarakat,berbangsa dan bernegara.

Huruff
Yang dilnaksud dengan“aset daerah"adalah kekayaan daerah dan

..asyarakat baik secara ekOno■ li, sosial,politik,budaya,■ ■aupun

aspek kehidupan laln yang terekam dalam `理・sip Seperl五  daftar

kekayaan daerah inaupun bukti―buktt keper11■ ikan yang harus

dttindungi dan dttaga keSelalnatannya・

Huruf g
Yang diinaksud dengan“ hak― hak keperdam rakyat ineliputi:hak

sOsial,hak ekonomi dan hak polidk dan lain― lalrl yang dibukdkan

ddam arsip misdnya se■ iikat tanah,1餞五h,Surat nikah,akte

kelahirarl,kartu pendヽ lduk,data kependudukan,surat WaSiat dan

suratizin usaha.

Huruf h
Yang dimaksud dengan“ meningkatkan kuttitas pelayanan publik"

adalah penyclenggaraan kearsipan yang kol■ prchensif dan terpadu

dengan dukungan surnber daya lriainusia yang profesional Serta
prasarana dan sararla yang l■ emadal akan meningkatkan kuditas
pelayanan publik dala璽 1 lnelmanfaatkan arsip yang dibutuhkan

壼Lelalui keterSediaan arSip yang faktual,utuh,SiSteina饉 S,autentik'

terpercaya dan dapat digunakan.
Hurufi

Yang dilnaksud dengan “Ineningkatkan partisipasi lnasyarakat"

addah berpartidasi ddam kearsipan sesu」 dengal■ kolmpetenSi

yang  din■ilikinya  untuk  kepentingan  pembarLgunall  dall
pengembangan karakter bangsa.

Pasal 4
Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah
penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan landasan
hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan,
kepatutan, dan keadilan dalam kebijakan penyelenggaran negara.

Hal ini memenuhi penerapan asas suprernasi hukum yang
menyatakan bahrva setiap kegiatan penyeienggaraan negara
didasarkan pada hukum yang berlaku.

Huruf b
Yang dimaksud dengan asas "keautentikan dan keterpercayaan"
adalah penyelenggaraan kearsipan harus berpegang pada asas
menjaga keaslian dan keterpercayaan arsip sehingga dapat
digunakan sebagai bukti dan bahan akuntaLrilitas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan asas "keutuhan" yaitu penyeienggaraan
kearsipan harus menjaga kelengkapan arsip dan upaya
pengurangan! penambahan dan pengubahan. informasi maupun
fisiknya yang dapat menganggu keautentikan dan keterpercayaan
arsiP.

Huruf d
Yang dimaksud dengan asas "asal Lrsul" 5raitu asas yang dilakukan
untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan arsip



(prουθれαnCθ), tidak terCan■ pur dengan arSip yang beraSal dari
pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat inelekat pada konteks
penciptanya.

Hurufe
Yang diinaksud dengan asas“aturan asli''yaitu asas yang dilakukan

untuk inenjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya

`ο

だgiれαι ο
“
dCり atau SeSuai dengan pengaturan ketika arSip inaSih

digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta arsip,
Huruff

Yang dilnaksud dcngan asas“ kcal:1lanan)'adaiah pcnycicnggaraan

kearsipan harus inernberikan ja11linan kea11lanan arsip dari
kernungkinan kebocoral■  dan penyalahgunaan kearsipan oleh
pengguna yang tidak berhak.

Yang dilnaksud dengal■ asas“ keselarnatan''adalah penvelenggaraan
kearSipan harllS dapat rrlerliarrtin terSelainatkannya arSip dari

ancarnan bahaya baik yang disebabkan olch ala11l rnaupun
perbuatan rl■ anusia.

Huruf g
Yang  dirnaksud  dengan   asas  ``keprofesionalan"   adalah
penyelenggaraan kearsiparl harus dilakukan oleh su11lber daya
rnanusia yang profesional yang inellliliki kolllpetensi bidang
kearsipan.

Huruf h
Yang dilnaksud dengan asas“ kel・esponsifan''adalah penyelenggara
kearsipan harus tanggap atas pernlasalahan kearsipan lnaupun
inasalah lain yang berkaitan dengan kearsipan, khususnya bila
terJadi suatu sebab kehancuran,kerusakan atau hilangnya arslp.

Hurufi
Yang dirnaksud dengan asas``keantisipatifan"yaitu penyelenggaraan
kearsipan harus didasari pada antisipasi atau kesadaran terhadap

berbagai perubahan dan kernungkinan perkclnbangan pentingnya
arsip bagi kehidupan berbangsa dan berllegara, perkcrnbangal■
berbagai perubahan dalarn penyelenggaraan kearsipan antara lain
perken■ bangan teknologi,inforinasi,budaya dan kctatanegaraan.

Hurufj
Yang diinaksud det〕 gan asas“ kepartisipatifan''yaitu penyelenggara

kearsipan harus inerl■berikan ruang untuk peran serta dan
partisipasi n■ asyarakat di bidallg kearsipall.

Huruf k
Yang dirnaksud dengan asas “akuntabilitas'' yaitu penyelenggara
kearsipan harus inell■ perhatikan arsip sebagai bahan akuntabilitas
dan harus bisa rnerefleksikan kegiatan dan peristi、va yang direkanl.

Hurufl
Yang dilnaksud dengan asas``kenlanfaatan''yaitu pcnyelenggaraan
kearsipan harus dapat rnelllberikan rnanfaat bagi kehidupan
berl■lasvarakat,ber・bangsa dan bernegara.

Huruf m
Yang din■ aksud dengan asas``aksesibilitas''yaitu pcnyclenggaraan
kearsipan harus dapat FΥ lernberikan ken■ udahan,ketersediaan dan
kete13angkauan bagl rnasyarakat untuk inernanfaatkan arslp.

Huruf n



Yang dimaksud dengan asas "kepentingan umum" yaitu
penyelengga-raan kearsipan dilaksanakan dengan memperhatikan
kepentingan umum dan tanpa diskriminasi.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Huruf a

Yang dimaksud dengan "pembinaan" dalam ha] ini han3,,a sebatas
penetapan kebijakan tentang "pembinaan", tidak dalam artian
pembinaan yang bersifat teknis.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "pengelolaan arsip" datram hal ini hanya
sebatas penetapan kebijakan tentang "pengelolaan arsip", tidak
dalam artian pengeiolaan arsip yang bersifat tekni.s.

Huruf c
Penyelenggaraan SKN yang dikoordinasikan oleh ANRI sebagai
lembaga kearsipan nasional untuk mengelola informasi kearsipan
nasional yang informasinl,a diperoleh dari unit kearsipan dan
lembaga kearsipan sebagai simpul jaringan. Informasi yang
disampaikan unit kearsipan dan lembaga kearsipan berupa
metadata.

Huruf d
SRIKANDI adalah aplikasi umum bidang kearsipan dinamis yang
menyelenggarakan urllsan pemerintahan bidang kearsipan.

Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas"
Huruf h

Yang dimaksud dengan "pelindungan dan penyelamatan arsip"
adalah pemerintah daerah menyelenggarakan pelindungan dan
penyelamatan arsip yang dinyatakan sebagai arsip milik daerah, baik
terhadap arsip yang keberadao"flmra di dalam maupun luar daerah
sebagai bahan pertanggung jawaban dari kemungkinan kehilangan,
kerusakan arsip yang disebabkan oleh faktor a1am, biologi, fisika dan
tindakan terorisme, spionase, sabotase, perang dan perbuatan
vandalisme lainnya. Pelindungan dan penyelamatan dilakukan baik
bersifat preventif maupun kuratif.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Pendanaan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan kearsipan
daerah bersumber dari APBD.



Pasai 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 1 1

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas,

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasa1 14

Ayat(1)

Unit kearSipan inerupakan Satuan/unit ke可 a yang lnenliliki fungSi

dan tugas lnelaksanakan pengelolaan arsip inaktif yang berasal dari

unit pengolah dan pernbinaan i(earsipan di lingkungan pencipta
arslp.

Ayat(2)

Cuktlp jelas,

A、yat(3)

Cukup jelas.

Ayat(4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasa1 20

Avat(1)

Cukup jelas.

Avat(2)



Yang din■aksud“ArsゎaFiS PegaWai Negeri Sipil"imerupakan pegaW盛

negeri sipil yang ]merniliki kO菫lpetellSi di bidang kearSipan yang

diangkat dan ditugaskan secara penuh dalanl jabatan ftingSiOnal
arsiparis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang― undangan.

Yang dimaksud ,,Arsiparis ncn-Pegarvai Negeri sipil", merupakan
pegawai non-Pegarvai Negeri Sipil yang memitriki kompetensi di
bidang kearsipan yang diangkat dan ditugaskan secara penuh untuk
melaksanakan kegiatan kearsipan di lingkungan organisasi
perusahaan, Lembaga pendidikan, organisasi politik, dan organisasi
kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (a)

Cukup jelas.
Ayat (5i

Cukup jelas.
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Yang dirnaksud dengan 'Jaminan kesehatan dan tunjangan
profesi untuk sumber da-va manusia kearsipan" adalah yang
berhubungan dengan resiko penyakit dan gangguan kesehatan
pada pengelola arsip, sedangkan tunjangan profesi perlu
diberikan kepada arsiparis sesuai dengan kompetensinya serta
diberikan melalui standar dan kelulusan sertifikasi arsiparis.

Ayat {6}
Cukup jelas.

Pasal 2 1

Yang dimaksud dengan "standar kualitas dan spesifikasi prasarana dan
sarana kearsipan" adalah ketentuan standar tentang kualitas, Lrahan,
Lrentuk, ukuran, jenis, dan lain-lain yang dijadikan acuan atau pedoman
dalam pengadaan dan penggunaan prasarana dan sarana kearsipan,
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Ayat(1)

Cukup jelas,

Avat(2)

Cukup jelas.
Ayat(3)

Yang dirnaksud dengan standar kualitas dan spesiikasi prasarana

dan sarana kearsipan adalah ketentuan tentang kualitas, bahan,
bentuk, ukuran,jeniS, dan lain-lain yang dttadikan aCuan atau
pedolnan dalanl pengadaan dan penggunaan prasarana dan sarana

Avat(4)

Cukupjelas_

Pasa1 23



Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Yang dirnaksud``sun■ ber dana lainnya''adalah sumber dana selain
anggaran daerah contohnya dana yang berasal dari kemitraan/pihak
ketiga.
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Ayat(1)

Cukup jelas.

Avat(2)

Yang diIIlaksud dengan“kontrak ketta''adalah kontrak ketta yang
berkaitan dengan pettalljian pihak ketiga,terinaSuk rekanan・

Ayat(3)

Yang dirnaksud dengan bencana alanl adalah bencana yang
diakibatkan oleh peristiv/a atau serangkaian peristi、 va yang
disebabkan olch alalll antara lain berupa gernpa bullli, tsunanli,

gunung rneletus,barljir,kekeringan,angin topan dan tanah longsor.

Yang dimaksud dengan bencana sosial adalah bencana yang
diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiu,a yang
diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar
kelompok atau antar komunitas masyarakat.
Penyelamatan arsip akibat bencana mengikuti mekanisme yang telah
diatur dalam peraturan perunda.ng-undangan yang mengatur
penanggulangan bencana.

Ayat (a)

Cukup jelas.
Ayat {5}

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
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Cukup」 elaS.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasa1 29

Cukup jelas.

Pasai 30
Cukup jelas.

Pasal 3 1

Cukup jelas.

Pasa1 32



Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Pasa1 34

Ayat(1)

Cukup jelas,

Avat(2)

Perllbuatan dan penerirnaan arsip dilaksanakan berdasarkan tata
naskah dinas untuk rnernenuhi autentisitas dan reliabilitas arsip.

Tata naskah dinas rnellluat antara lain pengatural■ jenis,

forrllat, penyiapan, pengarllanan, pengabsahan, distribusi, dan
rnedia yang digunakan dala11l ko菫 lunikasi kedinasan,Pelllbuatan
dan pcncrilnaan arsip dilaksanakan bcrdasarkan klasi■ kasi arsip

untuk l■lengelornpokkan arsip sebagai satu keutuhan inforillasi
terhadap arsip yang dibuat dan diterirna.

:Klasi■ kasi arsip disusun berdasarkan analisis fungsi dan tugas
pencipta arsip yang disusun secara logis,sisternatis,dan kronologis.

Pel■lbuatan dan penerirnaan arsip dilaksanakal■  berdasarkan
klasi■ kasi kearnanan dan akses arsip dinalllis untuk rnenentukan
keterbukaan ata■ l kerahasiaan arsip dalanl rangka penggllnaan arsip

dan inforinasinya sesuai dengan peraturan perundang― undangan.
Ayat(3)

Cukup jelas.
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Ayat(1)

Pcnggunaan arsip dinaI■ lis dilakukan untuk rnelllenuhi kepentingal■

dalanl kegiatan perencanaan, pengarrlbilan keputusan, layanan
kepcntingan publik,perlindungan hak,atau pcnyelcsaian scngketa.

Ayat(2)

Tanggung ja、,vab terhadap autentisitas arsip yang dibuat dibuktikan

dengan cara pelllberian tallda tangan atau paraf 01eh pejabat yang

beirwenang.
Avat(3)

Cukupjelas.
Ayat(4)

Penggunaan internal dan kepentingan publik dapat dilakukan
rnelalui penggunaan inforrnasi arsip dalarn Srikandi dan JIKN.

′へyat(5)

Alih inedia arsip dilakukan dalalll rangka penyediaan arsip
dirnaksudkan untuk lncrFludahkan akses terhadap arsip.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasa1 38



Ayat (1)

Pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif dilakukan dengan
menggunakan pra$arana dan sarana kearsipan dan dilakukan
setelah arsip tersebut diregistrasi dan didistribusikan.

Ayat {2}
Penataan dan penyimpanan arsip inaktif dilakukan dengan
menggunakan prasarana dan sarana kearsipan dan dilakukan
setelah arsip tersebut dipilah.

Pasal 39
Ayat {1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Klasifikasi arsip digunakan setragai dasar pemberkasan dan
penataan arsip untuk mendukung akses, dan pemanfaatan arsip
serta penyusutan arsip.

Ay'at (3)

Cukup jelas.
Ayat ia)

Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat {1}

Yang dimaksud dengan "asas asai usul" adalah asas yang dilakukan
untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatr.lan pencipta
arsip (prouenance), tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari
pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada konteks
penciptaannya.

Ayat

Yang dimaksud dengan "asas aturan asli" adalah asas yang
dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan
pengaturan aslinS,a {original ord"er) atau sesuai dengan pengaturan
ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta
arsip.

t2l
Pengaturan fisik. pengolahan informasi arsip, dan penyusunan
daftar arsip inaktif dimaksudkan untuk memudahkan penernuan
kembali.

(3)

Cukup jelas.
Ayat

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat ( 1)

Alih media arsip daiam rangka pemeliharaan arsip dinamis
dimaksudkan untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan
keutuhan arsip yang dialihmediakan.



Ayat(2)

Cukup jelas.

Avat(3)

Cukup jelas.

Avat(4)

Yang dirlllaksud dengan “Inenlberikan tanda tertentu'' adalah

n■elmberikan paraf atau tanda tangan secara lnanual atau elektronik

terhadap arsip hasil alih inedia.

Ayat(5)
Cukup jelas.

Avat(6)

Cukup jelas.

Avat(7)

Cukup jelas.
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Cukup jelas
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Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Alyat(3)

JRA terdiri atas JRA fasilltatif dan JRA substantif.JRA fasilitatif

adalah JRA yallg berisijangka Ⅵraktu penyimpanan atau retensi dari

jeniSteniS arSip yang dihaSilkan dari kegiatan atau ful■ gSi faSilitatif

antara lain keuangan,kepegawaial■ ,kehurnasan,perlengkapan,dan
ketatausahaan.JRA substalltifadalah JRA yang berisijangka u‐ 7aktu

penyilnpanan atau retenSi darijeniSづ eniS arSip yang dihaSilkan dari

kegiatan atau fungsi substantif setiap pencipta arsip sesuai dengan

fungsi dan tugasnya,

Ayat(4)

JRA、 peinerintahan daerah ditetapkan oleh bupati setelah rnendapat

persetujuan Kepala ANRI.

JRA perusahaan ditetapkan oleh pimpinan perusahaan yang
bersangkutan setelah mendapat persetujuan Kepala ANRI.

JRA lembaga pendidikan ditetapkan oleh pimpinan lembaga
pendidikan yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan
Kepala ANRI melalui lembaga terkait.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.
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Cllktlp jelas.

Pasa1 48



Ayat(1)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Hurufc
Cukup jelas.

Huruf d
Bahwa arsip yang akan dirnusnahkan tidak berkaitan dengan
perkara yang inasih dalaII■ prOSes hukunl.

Avat(2)

Cukup jelas.

Ayat(3)
Cukup jelas.

Ayat(4)

Cukup jelas.

Ayat(5)

Cukup jelas.
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Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasa1 52

Ayat(1)
Pen■eliharaan  arsip  Vital  lnenjadi  kesatuan  dengan  sistern
pengelolaan arsip aktif.

cOntoh arsip vital adalah:sertiikat tanah,akte lahir,電 aZah

Ayat(2)
Yang diinaksud dengan``progran■ arsip vital"adalah sebagai acuan

unit ketta dala11l rangka l■lelakSanakan penge101aan,pelindungan,
pengarnanan dan penyelanilatan arsip vital yang tercipta`

Ayat(3)

Huruf a
Yang diFnaksud dengan“ identi■kasi''adalah cara rnenganalisa

fungsi dan tllgas organisasi dan arsip yang tercipta dari
pelaksanaan ftlngsi dan tugas organisasi schil■ gga dapat
dikenali arsip― arsip yang dinilai vital bagi organisasi.

Huruf b
Yang dilnaksud dengan “pelindungan dan pengarnanan"
adalah upaya dan tindakan untuk inencegah kertisakan arsip
sebelurn dan pada saat teljadi bencana.

Hurufc
Yang disebut dengan penyelarnatan dan pen■ ulihan adalah

upaya dan tindakan untuk perneliharaan dan peralwatan arsip
pasca bellcana.

2ヽyat(4)



Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)

yang dimaksud dengan "akuisisi arsip statis" adalah penyerahan

atayhak pengelnlaan arsip d.ari pencipta arsip kepada LKD. Akuisisi

dapat clilakukan dengan cara penarikan, pemtrelian, tukar-menukar,
dan kegiatan lain yang mengakibatkan adanya penambahan

khasanah arsip. Dalam rangka meiengkapi khasanah tentang

rekaman peristirva tertentu dapat dilakukan melalui kegiatan

wawancara sejarah lisan. Akuisisi dilakukan berdasarkan strategi

akuisisi dan kriteria arsip statis
Ayat (2)

yang dimaksud "verifikasi secara langsung" adalah verifikasi

terhadap arsip yang tercantum dalam JRA yang berketerangan

diPermanenkan.

yang dimaksud dengan verifikasi secara tidak langsung adalah

verifikasi terhadap arsip khususnya arsip negara yang beium

tercantum dalam JRA tetapi memiliki nilai guna kesejarahan dengan

didukung oleh bukti-bukti berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan"
Ayat (3)

CukuP jelas.
Ayat (a)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup je1as.

Pasal 55
Cukup jelas.
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Cukupjelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas

Pasa1 59

Cukupjelas.

Pasal 6O

Cukup jelas.
Pasal 61

Cukup jelas.



Pasal 62
CukuP jelas'

Pasal 63
CukuP jelas.

Pasa1 64
Ayat(1)

Yang dimaksud“ autentikaSi arsip statis''adalah pernyataan tertulis

atau  tanda  yang  rnenunjukkan  bahヽva  arsip  StatiS  yang

bersangktitan adalah asli atau Sesuai dengan aslinya.

Avat(2)

Cukup jelas.

Avat(3)
Yang dilnaksud“ autentisitas arsip statis''■■erupakan hasil asli arsip

statis setelal■ diautentikasi.
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Avat{1)
Cukup jelas.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat(3)
Yang dirrlakstld dengan“ pihak yang rllernpunyai kcrnarllpuan dan

kolrlpetensi''adalah pihak yang lne=liliki keahlian yang dibuktikan

dengan sertlikasl.

Pasal 66
Cukup jeias,

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas
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Ayat(1)

Huruf a

Cukupjelas.

Huruf b
yang dimaksud dengan "pengguna yang berhak" adalah setiap

orang atau badan hukum yaag memiliki akses terhadap arsip



yang didalarrinva terkandung inforrYlasi publik yang tidak

dikecualikan sebagairnana dilnaksud dalan■ undang―undang
yang inengatur tentang keterbukaan inforinasi publik.

Hurufc
Cukupjelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat(2)

Huruf a
Yang diinaksud derlgan `` arsip tertutup''adalah arSip yang

tidak bisa diakses oleh perlgguna arsip,karena pertiinbangan

kepentingan naSiOna1/daerah dan/atau kepentingan hukuin
yang diklasi■ kasikan tidak bolch diketahui pihak lain yang
tidak berhak,yang dikernas secara khusus untuk inenjainin
kerahasiaan isik lnaupun inforrllasinya

Huruf b

Cukup jelas,

Hurufc
Cukupjelas.
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Cukupjelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jeias.

Pasal 77
Cukup jelas.
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